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BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG
DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA
UANG!

Oleh: Aditya Putra Perdana Kiai Demak?

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan bagaimana
pemberlakuan sanksi pidana apabila melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut
Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Dengan menggunakan metode peneltian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk
perbuatan yang dilarang berkaitan dengan
mata uang diantaranya menolak untuk
menerima  rupiah yang  penyerahannya
dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenubhi
dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi
keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kecuali karena terdapat
keraguan atas keaslian Rupiah. Perbuatan
meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan
dan/atau promosi dengan memberi kata
spesimen dan menyebarkan menyebarkan atau
mengedarkan Rupiah Tiruan. Bentuk-bentuk
larangan lainnya diatur dalam Pasal 23 sampai
dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2.
Pemberlakuan sanksi pidana apabila melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan
dengan mata uang dapat dikenakan pidana
kurungan, pidana penjara paling dan pidana
denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan
yang merupakan pelanggaran atas larangan-
larangan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal
23 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang
Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang.

Kata kunci: Bentuk-Bentuk  Perbuatan,
Dilarang, Mata Uang
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A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
memiliki simbol kedaulatan negara yang harus
dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga
Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan
negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang
yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang
sah dalam kegiatan perekonomian nasional
guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.3

Dalam kehidupan perekonomian suatu
negara, peranan uang sangatlah penting karena
uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain
sebagai alat penukar atau alat pembayar dan
pengukur harga sehingga dapat dikatakan
bahwa uang merupakan salah satu alat utama
perekonomian. Dengan uang perekonomian
suatu negara akan berjalan dengan baik
sehingga mendukung tercapainya tujuan
bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan
makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus
dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar
dalam suatu negara harus dikelola dengan baik
sesuai dengan kebutuhan perekonomian.
Karena melihat perannya yang sangat penting,
uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit
ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas
yang profesional sangat diperlukan untuk
menentukan ciri, desain, dan bahan baku
Rupiah.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama
pemalsuan uang, dewasa ini semakin
merajalela dalam skala yang besar dan sangat
merisaukan, terutama dalam hal dampak yang
ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang
yang dapat mengancam kondisi moneter dan
perekonomian nasional. Pemalsuan uang
dewasa ini ternyata juga menimbulkan
kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan
politik, pencucian uang (money laundring),
pembalakan kayu secara liar (illegal logging),
dan perdagangan orang (human trafficking),
baik yang dilakukan secara perseorangan,
terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas
negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan
terhadap Mata Uang semakin berkembang.

3 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
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Sementara itu, ketentuan tindak pidana
pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab
UndangUndang Hukum Pidana belum mengatur
secara komprehensif jenis perbuatan tersebut
dan sanksi yang diancamkan. Dengan
mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut,
perlu diatur macam dan harga Mata Uang,
termasuk sanksi dalam suatu undang-undang
karena hal itu merupakan suatu kebutuhan
yang mendasar.*

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata
uang dan uang kertas, yang disingkat dengan
pemalsuan uang adalah berupa penyerangan
terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan
terhadap uang sebagai alat pembayaran yang
sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan
terhadap uang harus dijamin.®

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan
yang dilarang berdasarkan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan  sanksi
pidana apabila melakukan perbuatan-
perbuatan yang dilarang menurut
Undang-Undang Nomor Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam
menyusun penulisan ini. Metode penelitian
hukum normatif menggunakan bahan-bahan
hukum vyang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dilarang
Berkaitan Dengan Mata Uang
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,
undang-undang ini mewajibkan penggunaan
Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai
tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban
lainnya yang harus dipenuhi dengan uang,

4 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

5 Suwarjo. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana
Pemalsuan Mata Uang Dollar. Journal: Rechstaat. limu
Hukum Fakultas Hukum UNSA. Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
ISSN : 1978-6697. him. 7.
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dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang
dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia
terhadap Rupiah akan berdampak pada
kepercayaan masyarakat internasional
terhadap Rupiah dan perekonomian nasional
pada umumnya sehingga Rupiah memiliki
martabat, baik di dalam negeri maupun di luar
negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang ini menekankan pula pada
Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai
dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan
dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran
Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan
dan Pencabutan Rupiah sampai dengan
Pemusnahan Rupiah dengan tingkat
pengawasan yang komprehensif sehingga ada
check and balances antarpihak yang terkait
agar tercipta good governance.®

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu
yang dapat diterima secara umum sebagai alat
pembayar dalam suatu wilayah tertentu atau
sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai
alat untuk melakukan pembelian barang dan
jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan
alat yang dapat digunakan dalam melakukan
pertukaran baik barang maupun jasa dalam
suatu wilayah tertentu saja.’

Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal
23 ayat:

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk
menerima Rupiah yang penyerahannya
dimaksudkan sebagai pembayaran atau
untuk menyelesaikan kewajiban yang harus
dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk
transaksi keuangan lainnya di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kecuali karena terdapat keraguan atas
keaslian Rupiah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran
atau untuk penyelesaian kewajiban dalam
valuta asing yang telah diperjanjikan secara
tertulis.

Pasal 24 ayat:

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang.

7Rahardja Prathama. Uang dan Perbankan. PT. Rineka
Cipta.Jakarta. 1990. him. 6.
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(1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah,
kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau
promosi dengan memberi kata spesimen.

(2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau
mengedarkan Rupiah Tiruan.

Pasal 25 ayat:

(1) Setiap orang dilarang merusak, memotong,
menghancurkan, dan/atau  mengubah
Rupiah dengan maksud merendahkan
kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

(2) Setiap orang dilarang membeli atau
menjual Rupiah yang sudah dirusak,
dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

(3) Setiap orang dilarang mengimpor atau
mengekspor Rupiah yang sudah dirusak,
dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Yang dimaksud

dengan “merusak” adalah mengubah bentuk,

atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara
lain membakar, melubangi, menghilangkan
sebagian, atau merobek.

Pasal 26 ayat:

(1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.

(2) Setiap orang dilarang menyimpan secara
fisik dengan cara apa pun vyang
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

(3) Setiap orang dilarang mengedarkan
dan/atau membelanjakan Rupiah yang
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

(4) Setiap orang dilarang membawa atau
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam
dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(5) Setiap orang dilarang mengimpor atau
mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27 ayat:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi,
menijual, membeli, mengimpor,
mengekspor, menyimpan, dan/atau
mendistribusikan mesin, peralatan, alat
cetak, pelat cetak, atau alat lain yang
digunakan atau dimaksudkan untuk
membuat Rupiah Palsu.

(2) Setiap orang dilarang memproduksi,
menjual, membeli, mengimpor,
mengekspor, menyimpan, dan/atau
mendistribusikan bahan baku Rupiah yang
digunakan atau dimaksudkan  untuk
membuat Rupiah Palsu.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Apabila
Melakukan Perbuatan-Perbuatan Yang
Dilarang Berkaitan Dengan Mata Uang
Kejahatan dalam perumusan peraturan

perundang-undangan pidana diistilahkan
dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau
rangkaian perbuatan manusia yang
bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya yang
dilakukan dengan suatu maksud, serta
perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang
dapat dipertanggungjawabkan. Suatu
perbuatan yang sudah memenuhi unsur tindak
pidana, tetapi jika dilakukan oleh orang yang
tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu,
pelaku tidak dapat dipidana.®

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya
menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang
berusaha untuk mendapatkan uang tersebut,
sehingga selain mendapatkan uang tersebut
dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum,
tentunya akan selalu ada yang mencari jalan
pintas berusaha mendapatkannya dengan cara
menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam
bahasa hukum diidentifikasikan  sebagai
perbuatan pidana.’

Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal
33 ayat:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan

Rupiah dalam:

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan

pembayaran;

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang

harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk
menerima Rupiah yang penyerahannya
dimaksudkan sebagai pembayaran atau
untuk menyelesaikan kewajiban yang harus
dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk
transaksi keuangan lainnya di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

8Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, CV. Pustaka
Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012. him. 63.

9 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum
Indonesia. Liberty. Yogyakarta. 2011. him. 120.
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kecuali karena terdapat keraguan atas
keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat:

(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali
untuk tujuan pendidikan dan promosi
dengan memberi kata spesimen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau
mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal 41 ayat (1) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah
pelanggaran.

Pasal 35 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak,
memotong, menghancurkan, dan/atau
mengubah  Rupiah  dengan  maksud
merendahkan kehormatan Rupiah sebagai
simbol negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang membeli atau menjual
Rupiah yang sudah dirusak, dipotong,
dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengimpor atau
mengekspor Rupiah yang sudah dirusak,
dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36 ayat:
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(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik
dengan cara apa pun yang diketahuinya
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

(4) Setiap orang vyang membawa atau
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam
dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

(5) Setiap orang yang mengimpor atau
mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana
dengan pidana penjara paling lama seumur
hidup dan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Tindak pidana pemalsuan uang yang selama
ini sering terjadi sangat mersahkan masyarakat
sehingga ~memerlukan penanganan yang
intensif dari kita semua baik dari aparat
penegak hukum, pemerintah dan masyarakat
untuk  berkesinambungan melawan atau
memberantas tindak pidana pemalsuan uang.®

Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.Pasal
37 ayat:

(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual,
membeli, mengimpor, mengekspor,

10 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1.
Pustaka Setia, Bandung, 2012, him. 54.
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menyimpan, dan/atau mendistribusikan

mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak

atau alat lain vyang digunakan atau
dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama seumur hidup dan pidana denda

paling banyak Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual,
membeli, mengimpor, mengekspor,
menyimpan, dan/atau mendistribusikan
bahan baku Rupiah yang digunakan atau
dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama seumur hidup, dan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

Tindak pidana pemalsuan uang yang selama
ini  sering terjadi sangat meresahkan
masyarakat sehingga memerlukan penanganan
yang intensif dari kita semua baik dari aparat
penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,
untuk kesinambungan melawan atau
memberantas tindak pidana pemalsuan uang.!

Pada setiap perbuatan pemalsuan (tidak
hanya pemalsuan uang, melainkan semua jenis
pemalsuan), dapat dilihat bahwa sudah terjadi
pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar,
yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang
pelanggarannya dapat tergolong dalam
kelompok kejahatan penipuan;

2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya
tergolong dalam kelompok kejahatan
terhadap Negara / ketertiban umum.!?
Menurut Adami Chazawi ada 4 (empat)

bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu,

vaitu:

1. Melarang orang vyang dengan sengaja
mengedarkan mata uang atau uang kertas
negara atau uang kertas bank palsu sebagai
mata uang atau uang kertas asli dan tidak
dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu
olehnya sendiri.

2. Melarang orang yang waktu menerima mata
uang atau uang kertas Negara atau uang
kertas bank diketahuinya sebagai palsu,

pid, him. 54.
12 A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus,
Alumni, Bandung, 1980, him. 155.

dengan sengaja mengedarkannya sebagai

mata uang atau uang kertas asli dan tidak

dipalsu.

3. Melarang orang yang dengan sengaja
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia
mata uang atau uang kertas negara atau
uang kertas bank palsu, yang mana uang
palsu itu ditiru atau dipalsu oleh
dirinyasendiri dengan  maksud  untuk
mengedakan atau menyuruh mengedarkan
sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

4. Melarang orang vyang dengan sengaja
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia
mata uang atau uang kertas negara atau
uang kertas bank vyang pada waktu
diterimanya diketahuinya sebagai uang
palsu, dengan maksud untuk mengedarkan
atau menyuruh mengedarkan seperti uang
asli dan tidak dipalsu.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal
41  ayat (2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal
37 adalah kejahatan.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur,
sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian
undang-undang (wetterlijkeomshrijving);

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
(melawan hukum);

4. Kelakuan itu dapat diberatkan
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.’?
Delik kejahatan dan delik pelanggaran

dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini,
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran,
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang
terdapat dalam Buku Il (Kedua) sebagai delik
kejahatan dan dan Buku Il (Ketiga) sebagai
delik pelanggaran.'*

13Roni Wiyanto, Op.Cit, him.163-164.
14 1bid, him. 169.
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Norma hukum tidak bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat dan martabat
manusia. Norma hukum justru memungkinkan
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kerukunan  atau kebersamaan,
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih
sayang. Dengan demikian hukum vyang baik
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum
yang baik adalah hukum yang benar dan adil
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk
dijalankan.?®

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.®

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan
pemberlakuan sanksi pidana apabila melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut
Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
merupakan bagian dari upaya penegakan
hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku
karena efek kejahatan tersebut berdampak luar
biasa terhadap perekonomian dan martabat
bangsa secara keseluruhan.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang
berkaitan dengan mata uang diantaranya
menolak untuk menerima rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai
pembayaran atau untuk menyelesaikan
kewajiban yang harus dipenuhi dengan

15 Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka
Setia. Bandung. 2011. him. 199.
16 Soesilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni. Bandung. 1982, him.3.
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Rupiah  dan/atau  untuk transaksi
keuangan lainnya di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kecuali
karena terdapat keraguan atas keaslian
Rupiah. Perbuatan meniru Rupiah,
kecuali  untuk tujuan  pendidikan
dan/atau promosi dengan memberi kata
spesimen dan menyebarkan
menyebarkan atau mengedarkan Rupiah
Tiruan. Bentuk-bentuk larangan lainnya
diatur dalam Pasal 23 sampai dengan
Pasal 27 Undang-Undang Nomor Nomor
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Pemberlakuan sanksi pidana apabila
melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang berkaitan dengan mata uang
dapat dikenakan pidana kurungan,
pidana penjara paling dan pidana denda
sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan
yang merupakan pelanggaran atas
larangan-larangan sebagaimana diatur
dalam Pasal Pasal 23 sampai dengan
Pasal 27 Undang-Undang Nomor Nomor
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang
berkaitan dengan mata uang perlu ditaati
dan dilaksanakan oleh seluruh
masyarakat apabila melakukan transaksi
yang mempunyai tujuan untuk
pembayaran, penyelesaian kewajiban
lainnya yang harus dipenuhi dengan
uang, dan/atau transaksi keuangan
lainnya, yang dilakukan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat Indonesia terhadap Rupiah
dan akan berdampak pada kepercayaan
masyarakat  internasional  terhadap
rupiah dan perekonomian nasional pada
umumnya sehingga rupiah memiliki
martabat, baik di dalam negeri maupun
di luar negeri dan agar rupiah terjaga
kestabilannya.

2. Pemberlakuan sanksi pidana apabila
melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang berkaitan dengan ma’ta uang
perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vyang
berlaku untuk memberikan efek jera bagi
pelakunya dan bagi pihak lain dapat
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dicegah untuk melakukan perbuatan
yang sama.
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